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ABSTRAK
Latar Belakang: Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) menjadi fasilitator dalam mewujudkan dan melaksanakan  pelayanan kefarmasian yang berkualitas berfokus pada penyediaan obat-obatan yang aman, efektif, tepat waktu, dan menjamin keberlangsungan keselamatan pasien.  Sebagai salah satu RS Tipe C dan menjadi tempat rujukan pertama bagi 1.099.211 jiwa masyarakat di Lombok Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kefaramsian yang bertanggung jawab dan berkualitas.Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan standar pelayanan farmasi di RSUD Praya Kab. Lombok Tengah mengacu pada Permenkes RI No.72 Tahun 2016 yang meliputi: standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai; pelayanan farmasi klinis; dan Sumber Daya Manusia (SDM) kefarmasian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan penelaahan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan aspek manajemen farmasi baru terlaksana secara maksimal sebanyak 7 (78%) aspek layanan; aspek farmasi klinis sebanyak 7 (63.36%) aspek layanan di IFRS Rawat Inap dan 5 (45.45%) aspek layanan di IFRS Rawat Jalan, selanjutnya pada aspek SDM kefarmasian sebesar 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RSUD Praya belum menerapkan Permenkes RI No.72 tahun 2016 secara maksimal yang disebabkan beberapa kendala diantaranya keterbatasan jumlah tenaga farmasi, ketidaklengkapan dokumen dan fasilitas yang belum memadai.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan crosectional untuk mengevaluasi standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Tipe C. Sampel diambil menggunakan teknik sampel jenuh yang melibatkan seluruh tenaga kefarmasian, termasuk Apoteker Kepala Instalasi dan Apoteker Penanggung Jawab Unit Kerja. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi menggunakan kuesioner berskala Guttman, lembar persetujuan, serta alat perekam. Data yang terkumpul kemudian diberi skor berdasarkan jawaban Ya dengan skor 1 atau Tidak dengan skor 0 dan dihitung persentase kesesuaiannya sesuai kategori penilaian yang berlaku.  
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan aspek manajemen farmasi baru terlaksana secara maksimal sebanyak 7 (78%) aspek layanan; aspek farmasi klinis sebanyak 7 (63.36%) aspek layanan di IFRS Rawat Inap dan 5 (45.45%) aspek layanan di IFRS Rawat Jalan, selanjutnya pada aspek SDM kefarmasian sebesar 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RSUD Praya belum menerapkan Permenkes RI No.72 tahun 2016 secara maksimal yang disebabkan beberapa kendala diantaranya keterbatasan jumlah tenaga farmasi, ketidaklengkapan dokumen dan fasilitas yang belum memadai.
Kesimpulan: Standar pelayanan farmasi di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah belum terlaksana secara maksimal, terlihat dari nilai persentase kesesuaian beberapa aspek manajemen farmasi dan farmasi klinis yang masih di bawah 100% untuk pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, serta di bawah 50% dengan kategori kurang baik untuk aspek pelayanan farmasi klinis, yang disebabkan oleh tidak maksimalnya proses evaluasi pelayanan, keterbatasan tenaga farmasi terlatih, ketidaklengkapan dokumentasi, dan fasilitas rumah sakit yang belum memadai.
Kata kunci : Evaluasi, penerapan, standar pelayanan farmasi, rumah sakit  pemerintah, tipe c

ABSTRACT

Background: Hospital Pharmacy Facility (HPF) is a facilitator in establishing and implementing quality pharmaceutical services focused on providing safe, effective, timely medicines and guaranteeing patient safety. As one of the Type C hospitals and the first reference point for 1,099,211 people in Central Lombok, the Praya Regional General Hospital (RSUD) is committed to providing responsible and quality medical services.The purpose of this research to evaluate the application of standards of pharmaceutical services in RSUD Praya district of Central Lombok refers to Permenkes RI No.72 Year 2016 which includes: standards of management of pharmacy supplies, health devices, used medical materials; clinical pharmacy services; and Human Resources pharmacy. This research is qualitative with data collection techniques through interviews, observations and secondary data scanning. The results of the research showed that at the implementation of the new pharmaceutical management aspects implemented a maximum of 7 (78%) service aspects; clinical pharmaceuticals aspects as much as 7 (63.36%) services aspects Inpatient Care and 5 (45.45%) service aspect in the Road Care, further on the aspects of pharmacy personnels of 100%. Thus it can be concluded that RSUD Praya has not implemented Permenkes RI No.72 year 2016 as a maximum due to some impediments including the limitation of number of pharmacist personnel, incompleteness of documents and inadequate facilities.
Methods: This study is a qualitative study with a cross-sectional approach to evaluate pharmaceutical service standards in Type C Hospitals. Samples were taken using a saturated sampling technique involving all pharmaceutical personnel, including the Head Pharmacist and the Pharmacist in Charge of the Work Unit. Data collection was conducted through interviews and observations using a Guttman scale questionnaire, consent forms, and recording devices. The collected data were then scored based on “Yes” answers with a score of 1 or “No” answers with a score of 0, and the percentage of compliance was calculated according to the applicable assessment categories.
Results: The results of the study show that in the implementation of the new pharmacy management aspects, a maximum of 7 (78%) service aspects were implemented; clinical pharmacy aspects amounted to 7 (63.36%) service aspects in the Inpatient IFRS and 5 (45.45%) service aspects in the Outpatient IFRS, while the pharmaceutical human resources aspect was 100%. Therefore, it can be concluded that Praya Regional General Hospital has not fully implemented Indonesian Minister of Health Regulation No. 72 of 2016 due to several obstacles, including a limited number of pharmaceutical personnel, incomplete documentation, and inadequate facilities.  
Conclusion: Pharmaceutical service standards at Praya Regional General Hospital in Central Lombok Regency have not been fully implemented, as evidenced by the fact that the percentage of compliance in several aspects of pharmaceutical management and clinical pharmacy is still below 100% for the management of pharmaceutical preparations, medical devices, and BMHP, and below 50% with a poor rating for clinical pharmacy services. This is due to suboptimal service evaluation processes, a shortage of trained pharmacy personnel, incomplete documentation, and inadequate hospital facilities.
Keywords : Evaluation, implementation, pharmacy service standart, government hospital,ttype C

















PENDAHULUAN (Times New Roman 12 point, Bold, spasi 1,5)
Kesehatan menjadi suatu kebutuhan pokok dan penting bagi masyarakat di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Seiring meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait masalah pentingnya menjaga kesehatan maka tuntutan akan pelayanan kesehatan pun cendrung semakin tinggi. Rumah Sakit (RS) sebagai badan usaha dibidang kesehatan memiliki peran penting dalam rangka mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat. Secara garis besar RS memiliki fungsi dasar sebagai tempat pelayanan, pendidikan, pelatihan dan kesehatan masyarakat. Tujuan utama dari hadirnya RS disuatu daerah adalah untuk menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas kepada pasien. Sebagai salah satu intitusi penyedia layanan kesehatan paripurna bagi individu yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, kegawatdaruratan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Rikomah, 2017). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah Instalasi Farmasi Rumh Sakit (IFRS) yang merupakan unit pelaksanaan fungsional penyelenggara seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit (Yuswantina et al., 2020).
[bookmark: _Hlk162812579][bookmark: _Hlk162812630][bookmark: _Hlk162812779]Pelayanan kefarmasian di RS adalah layananan yang diberikan RS kepda masyarakat terkait tugas dan tanggung jawab apoteker dan tenaga kefarmasian guna mendukung layanan perawatan kesehatan pasien di lingkungannya. Konsep dasar dalam standart pelayanan kefarmasian mengacu pada pharmaceutical care yang berorientasi kepada pasien. IFRS menjadi fasilitator dalam mewujudkan dan melaksanakan pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab dan berorientasi kepada pasien terkait penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk juga pelayanan farmasi klinis (Kemenkes RI, 2016). Sebagai bagian penting dan tidak dapat terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit IFRS memiliki pengaruh yang sangat strategis disuatu rumah sakit, hal ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor farmasi yang dapat mencapai 50% hingga 60% anggaran pembiayaan di rumah sakit (Sidrotullah & Pahmi, 2020).
[bookmark: _Hlk162860974]Layanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) yang berkualitas memiliki fokus  penting dalam menyediakan obat-obatan yang aman, efektif, dan tepat waktu kepada pasien serta menjamin keberlangsungan dan keselamatan pasien. Fasilitas farmasi dapat menjamin kesinambungan terapi pengobatan pasien dan keamanan bagi pengguna dengan berfokus pada aspek-aspek berikut:
1. Penyiapan obat yang aman: 
Menyediakan obat  dalam kondisi yang sesuai untuk praktik medis dan aman  digunakan oleh pasien. Hal ini mencakup pengujian kualitas obat, pemantauan penyimpanan yang tepat, dan pengelolaan obat yang tidak disetujui atau kadaluarsa.
2. Penggunaan obat secara efektif: 
Memastikan obat yang diberikan efektif menangani kondisi medis pasien sesuai dengan standar perawatan yang berlaku.
3. Pengobatan Tepat Waktu: 
Memastikan pasien menerima pengobatan sesuai dengan rencana pengobatan yang ditentukan sehingga terapi obat  berjalan lancar dan efektif.
4. Kontinuitas Pengobatan:
Memantau kepatuhan pasien terhadap pengobatan, memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan obat, dan membantu pasien menggunakan obatnya secara konsisten dan lancar.
5. Keamanan Pengguna Obat: 
Meminimalkan risiko kesalahan pengobatan, interaksi obat,  dan efek samping yang merugikan melalui pendidikan pasien yang komprehensif dan konseling pengobatan yang tepat.
 	Dengan menerapkan praktik-praktik ini, layanan IFRS dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pasien menerima perawatan obat yang berkualitas tinggi dan aman serta memberikan manfaat  kesehatan yang optimal. Agar penerapan pelayanan kefarmasian di RS berjalan dengan profesional dan guna  menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi di RS yang berorientasi pada pasien (patient oriented). Hadirnya Permenkes ini diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian khususnya di RS (Lolita et al., 2019).
[bookmark: _Hlk162812863][bookmark: _Hlk162812900]Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. RSUD  Praya menjadi salah satu RS rujukan pilihan pertama bagi 1.099.211 jiwa masyarakat di Lombok Tengah yang memiliki gangguan kesehatan namun belum mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Badan Pusat Statistik Lombok Tengah, 2024). Sebagai rumah sakit pemerintah Tipe C, peran pelayanan kefarmasian berkontribusi besar guna memastikan pelayanan kesehatan dasar dan menengah yang berfokus pada layanan umum seperti: rawat jalan, rawat inap, unit gawat darurat dan spesialis tertentu berkualitas dan aman (Pratasik et al., 2023) .
[bookmark: _Hlk162813533][bookmark: _Hlk162860727]Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi penerapan standar pelayanan farmasi di RSUD Praya Kab Lombok Tengah meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinis dan SDM kefarmasian yang mengacu pada Permenkes RI Nomor 72 tahun 2016 tentang standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. Sehingga hasil dari penelitian ini mampu memberikan keterbaruan informasi dan ilmu pengetahuan guna meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Tipe C.

METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan crosectional untuk mengevaluasi standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Tipe C yang meliputi, pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik dan SDM kefarmasian. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Sumber Daya Tenaga Kefarmasian di lingkup Rumah Sakit. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini     menggunakan sampel jenuh. Narasumber dalam penelitian adalah Apoteker Kepala Instalasi, Apoteker Penanggung Jawab Unit Kerja atau Tenaga kefarmasian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasional. 
Instrumen pada penelitian ini berupa lembar kuisioner menggunakan skala guttman, lembar persetujuan (informet consent) dan alat perekam saat wawancara. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melakukan skoring pada jawaban hasil wawancara dan observasi data sekunder yang diperoleh mengacu kepada pedoman wawancara yaitu untuk jawaban Ya mendapatan  nilai skor 1 (satu) sedangkan jawaban tidak mendapatkan nilai skor 0 (nul). Persentase kesesuaian dihitung dengan menggunakan rumus (Aulia, 2006):
                           Skor empirik
% Kesesuaian =                                x 100%
                                  Total skor
Gambar 1. Rumus % Kesesuaian




Presentase kesesuaian yang diperoleh dinilai berdasarkan 5 kategori, yaitu:  Sangat Baik : 81-100%; Baik : 61-80%; Cukup baik : 41-60%; Kurang baik 21-40%; dan Sangat Kurang 1-20% . (Sidrotullah & Pahmi, 2020).

HASIL 
Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2022. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan crosectional yang untuk mengevaluasi standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya  Kabupaten Lombok Tengah.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kefarmasian yang berjumlah 36 orang terdiri dari 12 orang tenaga apoteker dan 24 orang Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Nara sumber pada penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari 3 orang apoteker dan 1 orang TTK (Tabel 1.). Narasumber dipilih berdasarkan prinsip kecukupan dan kesesuaian yang ditentukan dengan mengacu pada pengetahuan personal terkait kompetensi, jabatan, tanggung jawab serta kewenangnnya yang dimiliki. Hal ini terkait dengan metode pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi dan pengumpulan data sekunder melaui form pencatatan, laporan, SOP, dan Formularium RS. Sehingga narasumber haruslah seseorang yang memahami praktek pelayanan kefarmasian di RS  dan mampu memberikan gambaran mengenai pelayan kefarmasian di RSUD Praya, selain itu narasumber juga memiliki wewenang untuk mengakses data-data sekunder terkait pelayanan kefarmasian (Hariani et al., 2022). 

Tabel 1. Karakteristik Narasumber di Instalasi Farmasi RSUD Praya Lombok Tengah
	No.
	Kode Narasumber
	Jenis kelamin
	Umur (tahun)
	Pendidikan terahir
	Jabatan

	1.
	TEA
	♀
	35 tahun
	S1/Apoteker
	Kepala instalasi farmasi

	2.
	AAP
	♀
	34 tahun
	DIII Farmasi
	Penanggung jawab ALKES dan BMHP

	3.
	GDP
	♀
	27 tahun
	S1/Apoteker
	Penanggung jawab apotek rawat jalann

	4.
	LIS
	♂
	35 tahun
	S1/Apoteker
	Penanggung jawab apotek rawat inap



Data hasil yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari 2, yaitu: data primer dan sekunder, dimana kedua data tersebut  disajikan dalam bentuk kualitatif dengan melakukan skoring dari presentase kesesuaian kemuadian dianalisa berdasarkan kategori. Hasil evaluasi pelayanan kefarmasian terdiri dari 3 aspek penting yaitu 1. Aspek manajemen farmasi meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; 2. Aspek farmasi klinis meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visute, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan  setril, pemantauan kadar obat dalam darah; dan 3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) kefarmasian (Melinda et al., 2019). 


PEMBAHASAN 
1. ASPEK MANAJEMEN FARMASI
A. Pelayanan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan (Alkes) & Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
Pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan  BMHP merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen rumah sakit dalam penyediaan pelayanan medis umum, karena inefisiensi dan kurangnya kelancaran manajemen obat mempunyai dampak negatif secara medis, sosial dan ekonomi terhadap rumah sakit. Instalasi Farmasi RS merupakan salah satu bagian dalam rumah sakit yang memiliki tugas dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan segala aspek yang berkaitan dengan obat atau perbekalan kesehatan yang didistribusikan dan digunakan di rumah sakit (Monibala et al., 2019). Berikut hasil skoring dan persentasi kesesuaian evaluasi penerapan standart pelayanan farmasi pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan BMHP menurut Permenkes No.72 tahun 2016 tersaji pada Tabel 1.
Tabel 2. 	Hasil skoring dan Penilaian Pengelolan Sediaan Farmasi, Alkes dan BMHP Di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah	
	No.
	Aspek Pelayanaan Kefarmasian
	∑ Pertanyaan
	Skoring
	% Kesesuaian
	Kategori

	
	
	
	
	
	

	1
	Pemilihan
	2
	2
	100
	Sangat Baik

	2
	Perencanaan
	3
	3
	100
	Sangat Baik

	3
	Pengadaan
	3
	2
	66
	Baik

	4
	Penerimaan
	1
	1
	100
	Sangat Baik

	5
	Penyimpanan
	6
	6
	100
	Sangat Baik

	6
	Pendistribusian
	4
	3
	75
	Baik

	7
	Pemusnahan dan Penarikan
	2
	2
	100
	Sangat Baik

	8
	Pengendalian
	2
	2
	100
	Sangat Baik

	9
	Administrasi
	5
	5
	100
	Sangat Baik



	Pada tabel. 2 menunjukkan bahwa ke 9 aspek pelayanan kefarmasian pada pengelolaan sedian farmasi, alat kesehatan dan BMHP telah dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian pada Permenkes No.72 tahun 2016 namun belum maksimal. Hal ini terlihat dari prosentase kesesuai dari masing-masing aspek pelayanan yang kesemuanya belum mencapai nilai 100% atau kategori sangat baik. Dari ke 9 aspek penilaian 2 diantaranya memperoleh nilai persentase kesesuaian dibawah 100% yaitu aspek pengadaan dengan nilai persentase kesesuaian sebesar 66% dengan kategori baik dan aspek pendistribusian sebesar 75% dengan kategori baik. 
Tahap pengadaan merupakan proses kegiatan berkesinambungan yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit guna menjaga stok sedian farmasi, alkes dan BMHP terkendali (Karimah et al., 2020). Ketidakmaksimalan pada proses pengadaan disebabkan oleh tidak adanya sertifikat analisa pada bahan baku obat. Ketidak lengkapan adminstrasi ini disebabkan oleh prosedur tahap pengadaan dilakukan dengan menggunakan mekanisme pelaporan menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang diajuakan ke Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan setiap bulannya menggunakan anggaran pemerintah. Sehingga pihak RS tidak secara langsung melakukan proses pembelian. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kumayas et al., 2023) yang menyatakan bahwa proses pengadaan di suatu RS memiliki banyak kendala yang menyebabkan tahap pengadaan tidak berjalan dengan maksimal. 
Tahap distribusi Merupakan rangkaian kegiatan penyerahan/pemindahan obat, alat kesehatan, dan BMHP dari gudang ke unit pelayanan/pasien dengan tetap menjamin mutu, kestabilan, jenis, kuantitas, dan ketepatan  waktu (Kemenkes RI, 2016). Sama halnya dengan asek pengadaan, aspek distribusi pada pelayanan farmasi di RSUD pun telah memenuhi standar yang telah ditetapkan pada Permenkes No.72 tahun 2016, namun pelaksanaannya masih belum maksimal dengan nilai kesesuaian 75 % kategori baik. Ketidakmaksimalan tahap ini terjadi karena di RSUD tidak menggunakan mekanisme distribusi menggunakan sistem kombinasi sesuai dengan anjuran Permenkes RI No.72 tahun 2016. Pendistribusian sediaan farmasi, alkes dan BMHP di RSUD menggunakan metode sentralisasi namun pada sistem pendistribusian menggunakan sistem unit dose dimana obat dan perbekalan farmasi diberikan untuk satu kali pemakaian dalam sehari. Sisem kombinasi dianggap lebih efektif dan efisien dengan mempertimbangkan efektifitas dan sumber daya yang ada (Primadiamanti et al., 2022). 
B. Gambaran Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alkes dan BMHP di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Pada Gambar 1. menunjukkan bahwa prosentase penerapan pelaksanaan standar pelayanan farmasi berdasarkan Permenkes No.72 tahun 2016 di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah sebesar 78% sudah berjalan maksimal dan sebanyak 22% belum maksimal. Farmasis memiliki peran penting dalam menjaga suplai pasok sediaan farmasi, untuk itu seorang farmasi dituntut memiliki kemampuan dalam pengelolaan perbekalan farmasi (Type & Emilia, 2018). Pada tujuh pelayanan seperti pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan administrasi nilai persentase kesesuaian yang diperoleh sebesar 100%  dengan kategori sangat baik sedangkan 2 tahapan proses diperoleh nilai sebesar 66% dan 75% dengan kategori baik (Tabel 1.). Hal ini sejalan dengan penelitian Sidrotullah yang menyatakan bahwa pelayanan farmasi di rumah sakit tipe C di daerah Nusa Tenggara Barat Belum terlaksana dengan baik (Sidrotullah & Pahmi, 2020).
2. ASPEK FARMASI KLINIS
A. Pelayanan Farmasi Klinis
	Pelayanan Farmasi klinis merupakan betuk tanggung jawab dan pelayanan langsung yang diberikan oleh seorang apoteker kepada pasien untuk meningkatkan hasil pengobatan dan meminimalkan risiko efek samping obat, demi tujuan keselamatan pasien dan menjamin kualitas hidup pasien (Wiyati, 2023). Berdasarakan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ada 11 aspek pelayanan farmasi klinis. Berikut Berikut hasil skoring dan persentasi kesesuaian evaluasi penerapan standart pelayanan farmasi klinis menurut Permenkes No.72 tahun 2016 di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah tersaji pada Tabel 2.
Tabel 2.	Hasil skoring dan Penilaian Pelayanan Farmasi Klinis Di RSUD Praya Lombok Tengah
	No
	Aspek Pelayanana Farmasi Klinis
	∑ Pertanyaan
	Skoring
	% Kesesuaian
	Kategori

	
	
	
	
	
	

	RAWAT INAP

	1
	Pengkajian dan Pelayanan Resep
	2
	2
	100
	Sangat Baik

	2
	Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat
	3
	2
	66
	Baik

	3
	Rekonsiliasi Obat
	5
	5
	100
	Sangat Baik

	4
	Pelayanan Informasi Obat
	5
	5
	100
	Sangat Baik

	5
	Konseling
	4
	4
	100
	Sangat Baik

	6
	Visite
	1
	1
	100
	Sangat Baik

	7
	Pemantauan Terapi Obat
	3
	3
	100
	Sangat Baik

	8
	Monitoring Efek Samping Obat
	5
	4
	80
	Baik

	9
	Evaluasi Penggunaan Obat
	3
	2
	66
	Baik

	10
	Dispensing Sediaan Steril
	4
	3
	75
	Baik

	11
	Pemantauan Kadar Obat Dalam darah
	2
	2
	100
	Sangat Baik

	RAWAT JALAN

	1
	Pengkajian dan Pelyanan Resep
	2
	2
	100
	Sangat Baik

	2
	Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat
	3
	2
	66
	Baik

	3
	Rekonsiliasi Obat
	5
	5
	100
	Sangat Baik

	4
	Pelayanan Informasi Obat
	5
	5
	100
	Sangat Baik

	5
	Konseling
	4
	4
	100
	Sangat Baik

	6
	Visite
	1
	0
	0
	Sangat Kurang

	7
	Pemantauan Terapi Obat
	3
	1
	30
	Kurang Baik

	8
	Monitoring Efek Samping Obat
	5
	0
	0
	Sangat Kurang

	9
	Evaluasi Penggunaan Obat
	3
	2
	66
	Baik

	10
	Dispensing Sediaan Steril
	4
	3
	75
	Baik

	11
	Pemantauan Kadar Obat Dalam darah
	2
	2
	100
	Sangat Baik

	
	
	
	
	
	


Pada Tabel 2. menunjukan bahwa hasil skoring dan penilaian pada pelayanan farmasi klinis di unit Instalasi Farmasi Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah sudah dilaksanakan mengacu pada standar pelayanan farmasi menurut Permenkes No.72 tahun 2016, dimana terdapat 11 aspek pelayanan dalam farmasi klinis. Hasil penilaian kesesuaian penerapan standar Permenkes No.72 tahun 2016 di Instalasi Farmasi Rawat Inap RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah terlihat bahwa pelayanan farmasi klinis yang mengacu pada standar pelayanan farmasi di RS belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan masih terdapat 4 aspek pelayanan yang nilai persentase kesesuaiannyaberda di bawah 100% yaitu: moni toring efek samping obat sebesar 80% kategori baik, dispensing sediaan steril sebesar 75% kategori baik dan evaluasi penggunaan obat serta penelusuran riwayat obat sebesar 66% kategori baik, Sedangkan untuk 7 aspek pelayanana farmasi klinis lainnya berada pada kategori baik sekali dengan nilai presentase sebesar 100%. 
Ketidakmaksimalan pelayanan pada aspek dispensing sediaan steril dikarenakan keterbatasan jumlah tenaga farmasis atau apoteker yang terlatih dan berpengalaman dalam melakukan dispensing sediaan steril di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah. Seperti yang telah diketahui sediaan steril merupakan salah satu sediaan yang penangannya dibutuhkan tenaga farmasis yang terlatih dan menguasai prosedur dispensing sediaan steril (Sari et al., 2023). Pemantauan efek samping di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah belum dilakukan dalam kondisi ideal, dimana rumah sakit hanya mendeteksi efek samping obat, mengevaluasi laporan efek samping obat, serta membahas dan mendokumentasikan metode pengobatan efek samping obat, namun evaluasi laporan efek samping obat tidak dilakukan oleh tenaga farmasi yang seharusnya bertanggung jawab atas semua kasus reaksi merugikan obat. Hal serupa juga berlaku pada evaluasi penggunaan obat yang pelayanannya belum dilakukan secara berkala dan maksimal, selain dikarenakan keterbatasan jumlah tenaga kefarmasian baik apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian kesibukan administrasi juga menjadi penyebabnya. Sehingga evaluasi penggunaan obat lebih sering didelegasikan ke tenaga kesehatan lain seperti perawat melalui arahan farmasis. Hal serupa juga dikemukakan oleh Melinda et all. dalam penelitiannya menyatakan bahwa praktik kefarmasian saat ini bergantung pada ruang lingkup praktik apoteker, keragaman populasi pasien yang dilayani apoteker, kompleksitas pelayanan pasien, dan  berbagai  aspek praktik kefarmasian. Dengan berubahnya cara pandang mengenai peran apoteker yang fokus pada pasien, maka cakupan lingkup pelayanan kefarmasian semakin meluas sehingga memerlukan kolaborasi dan  koordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya (Melinda et al., 2019).
 	Pelayanan farmasis klinis di unit instalasi farmasi rawat jalan RSUD Praya Lombok tengah pada Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 2 aspek layanan yang berada pada kategori sangat kurang dengan nilai persentase sebesar 0% yaitu visite dan monitoring efek samping obat. Kategori kurang baik dengan persentase kesesuaian sebesar 30% untuk aspek pelayanan pemantauan terapi obat, selanjutnya kategori baik dengan perolehan nilai persentase sebesar 75% untuk dispensing sediaan steril dan 66% untuk penelusuran riwayat penggunaan obat dan evaluasi penggunaan obat. Pada rawat inap untuk kegiatan visite oleh petugas farmasi klinis  memang tidak pernah dilakukan di unit rawat jalan, karena kondisi proses pengobatan yang dilakukan oleh pasien tidak menginap atau langsung pulang sehingga kegiatan visite  dan pemantauan terapi obat tidak dilakukan melainkan hanya diberikan informasi terkait pengobatan pasien melalui PIO. Kendala yang dialami pada aspek pelayanan penelusuran riwayat penggunaan obat dan evaluasi penggunaan obat sehingga aspek ini belum maksimal yaitu dikarenakan terbatasnya jumlah apoteker atau tenaga farmasi di unit rawat jalan, dimana unit rawat jalan melayani resep yang berasal dari poli rawat jalan dengan jumlah pasien yang cukup banyak sehingga menyebabkan keterbatasan waktu untuk melayani pasien secara maksiamal (Lolita et al., 2019). Sejalan denga penelitian yang dilakukan oleh Djamaluddin et all bahwa kegiatan  visite dan monitoring efek samping obat dilakukan untuk pasien yang menjalani rawat inap, dimana karena keterbatasan tenaga farmasi kegiatan visite dan monitoring efek samping obat dilakukan khusus pada pasien yang berisiko tinggi (Djamaluddin & Imbaruddin, 2019).
B. Gambaran Penerapan Praktik Layanan Farmasi Klinis di Instalasi Rawat Inap RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah


Gambar 2. % Penerapan Praktik Layanan Farmasi Klinis di Instalasi Rawat Inap












 

Gambar 3. % Penerapan Praktik Layanan Farmasi Klinis di Instalasi Rawat Jalan














Gambar 2. dan Gambar3. Merupakan gambaran persentase penerapan aspek pelayanan farmasi klinis baik di instalasi rawat inap dan rawat jalan RSUD Praya Kab. Lombok Tengah. Pada instalasi rawat inap menunjukkan (Gambar 2.) bahwa persentase pelayanan farmasi klinis baru bisa terlaksana sebesar 63.36% saja meliputi 7 aspek layanan, sedangkan 36.36% meliputi 4 aspek tidak terlaksana dengan maksimal. Pelayanan farmasi klinis di instalasi rawat jalan menunjukkan (Gambar 3.) bahwa tidak semua aspek layanan dapat terlaksana dengan maksimal. Hanya 45.45% meliputi 5 aspek pelayanan yang dapat terlaksana secara maksimal, 27.27% meliputi 3 aspek layanan belum maksimal, 9.09%  meliputi 1 aspek layanan sangat belum maksimal dan sebesar 18.18% meliputi 2 aspek layanan yang tidak dilakukan. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan putri yang menyatakan bahwa pelayanan farmasi klinis di rumah sakit mengacu pada Permenkes No.72 Tahun 2016 belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal utamanya pada aspek evaluasi penggunaan obat, pemantauan terapi obat, penelusuran riwayat penggunaan obat dan visite (Amalia et al., 2021).
3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Kefarmasian
Menurut Permenkes No.72 tahun 2016 pemenuhan sumber daya manusia baik apoteker ataupun Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) di instalasi farmasi rumah sakit haruslah berdasarkan beban kerja dan unit pelayanannya (Kemenkes RI, 2016). Berikut hasil dari skoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit di tinjau dari aspek SDM kefarmasian,
Tabel 3.	Hasil Skoring dan Penilaian Kesesuaian SDM Kefarmasian di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah
	No
	Aspek SDM
	∑ Pertanyaan
	Skoring
	% Kesesuaian
	Kategori

	
	
	
	
	
	

	1
	SDM Kefarmasian
	3
	3
	100
	Sangat baik



Hasil skoring dan penilaian kesesuaian SDM kefarmasian pada Tabel 3 menunjukkan bahwa RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penerapan standart SDM menurut Permenkes No.72 tahuun 2016 dengan persentase kesesuaian sebesar 100% kategori baik sekali. Sebagai indikator penilaian meliputi adanya standar dalam penerimaan SDM kefarmasian, berikut dengan alur penempatannya serta adanya upaya pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Melalui telaah dokumen diketahui pula bahwa SDM kefarmasian di RSUD Praya telah memenuhi persyaratan adminitrasi ditunjukan dengan adanya STRA untuk apoteker dan STRTTK untuk TTK. Seperti yang dikemukakan oleh AT dan Dedy. dalam penelitiannya bahwasannya dalam melakukan perekrutan SDM kefarmasian harus mengacu kepada Permenkes No.72 Tahun 2016 dan Permenkes No.80 Tahun 2016. Terkait penempatan SDM kefarmasian harus mengacu kepada jumalah resep yang masuk di instalasi farmasi rawat jalan dan jumlah tempat tidur di instalasi farmasi rawat inap dengan rasio 1 apoteker untuk 30 pasien (At & Almasdy, 2018).


KESIMPULAN DAN SARAN 
Standar pelayanan farmasi di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah belum terlaksana dengan maksimal ditunjukkan dengan nilai persentasi kesesuain pelaksanaan penerapan standar untuk beberapa aspek manajemen farmasi dan farmasi klinis masih ditemukan nilai kesesuaian standar dibawah 100% untuk pengelolaan sedian farmasi, alkes dan BMHP dan dibawah 50% dengan kategori kurang baik untuk aspek pelayanan farmasi klinis.
	Beberapa hal yang menjadi kendala tidak maksimalnya standar pelayanana di RSUD Praya adalah tidak maksimalnya poses evaluasi terhadap proses pelayanan farmasi, keterbatasan tenaga farmasi yang terlatih, ketidak lengkapan dokumentasi, dan fasilitas rumah sakit yang belum memadai.
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